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Munculnya Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Y ang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang
Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan berbaga polemik. Kementerian Dalam Negeri mengajukan
surat permohonan pencabutan atas peraturan menteri tersebut karena dianggap telah melampaui kewenangan
dalam proses pengharmonisasian peraturan daerah kabupaten. Mengingat sejauh ini Kementerian Dalam
Negeri yang banyak berperan dalam pembentukan peraturan daerah. Adanya surat permohonan ini justru
diselesaikan melalui rapat koordinasi penyelesaian yang berakhir dengan kesepakatan. Bukan justru dengan
melakukan pendekatan secarateori. Dampaknya adalah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi merasa
bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan Y ang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
tidak dapat diterapkan. Pemerintah Daerah tersebut melihat bahwa peran Kementerian Dalam Negeri dapat
fokus terhadap pengembangan kompetensi perancang.

...... The emergence of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 22 Y ear 2018 concerning
Harmonization of Draft Laws Formed in Regions by Drafting of Laws and Regulations raises various
polemics. The Ministry of Home Affairs submitted a letter of application for revocation of the ministerial
regulation because it was considered to have exceeded the authority in the process of harmonizing the
district regulations. Considering so far the Ministry of Home Affairshasalot to play in forming local
regulations. The existence of this request letter was actually completed through a coordination coordination
meeting which ended with an agreement. Not precisely with atheoretical approach. The impact is that the
Sukabumi District Government feels that the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 22 of 2018
concerning the Harmonization of Draft Laws Formed in the Regions by the Designers of Legidlation and
Regulations cannot be applied. The Regional Government sees that the role of the Ministry of the Interior
can focus on devel oping the competency of the designer.
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